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PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG
NOMOR & TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DI KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa selama dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sesuai maksud Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tentang Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka perlu memberikan Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran di Kota Padang Panjang:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran di Kota Padang Panjang.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 962);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ne gara
Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi]rf Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008
Nomor 2 Seri D.2).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG DISPENSASI

PELAYANAN PENCATATAN XELAHIRAN DI KOTA PADANG

PANJANG.

BAB1]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Padang Panjang.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal tetap di Indonesia.

8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara
Indonesia.

9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang
dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

11. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

13. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang
mengenai  kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan
disimpan oleh Dinas.
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BAB II
PENCATATAN KELAHIRAN
Pasal 2

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai
ketentuan yang berlaku.

BABIN
DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
Pasal 3

(1) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
diberikan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran.

(2) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan

Penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan
kelahirannya terlambat.
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(3) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran, pencatatan harus tetap dilengkapi dengan
persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.
(4) Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :
a. anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;
b. anak seorang ibu;
c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang
tuanya.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Pagjang.
Ditetapkan di : Pa Panjang

pada tanggal : 16 n_ 2009 M
19 padfiol Awal 1430 H

QALIKOTA PAPANG PANJANG,;(%"

APSUIR SYAMY

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal ;16 Ttwad 2009 M
9 QobiulAual 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJAI@

AFRIADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR & SERI E.3



